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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

 
NOMOR  5 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARANGASEM, 

 
Menimbang  : a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah; 

    b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 

tentang Izin Bangun-Bangunan khususnya yang 

mengatur  ketentuan retribusi telah tidak sesuai 

dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini 

sehingga perlu ditinjau kembali; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan;  

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 
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    2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

    4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

    5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

 
7.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 276);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

dan 

BUPATI KARANGASEM 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN. 

 

BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
 

6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah 

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon 
untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar 
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi. 
 

9. Koefisien adalah suatu bobot angka yang diformulasikan untuk 
memudahkan pengelompokan tingkat penggunaan jasa yang menjadi 
pembedaan dalam perhitungan retribusi. 
 

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
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cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 
 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 
 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 
 

13. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan retribusi daerah. 
 

14. Penyidikan tindak  pidana  di bidang  retribusi daerah  adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 
 

 
 

BAB II 

 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

Dengan Nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan pemberian 

IMB. 

 
Pasal 3 

 

(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 
bangunan. 

 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya 

agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), 

dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan 
dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati 

bangunan tersebut. 
 
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 
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Pasal 4 

 
(1)  Subjek Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau badan yang 

memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah. 
 

(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau 

pemotong Retribusi IMB. 
 
 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 
 

Retribusi IMB adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan pembinaan 
penyelenggaraan bangunan gedung dan operasional pemberian IMB 

dengan memperhatikan jenis kegiatan IMB, luas bangunan,  fungsi 
bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan serta harga dasar 
bangunan atau harga dasar prasarana bangunan.  

 
(2) Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan atas dasar : 
a. golongan bangunan yang meliputi bangunan mewah, bagus, 

standar dan sederhana; 

b. kualitas bangunan yang meliputi kualitas material, kualitas 
arsitektural dan kualitas struktural; 

c.   ketinggian bangunan meliputi bangunan bertingkat dan 

bangunan tidak bertingkat. 
 

(3) Harga Dasar Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan atas dasar : 
a. jenis kegiatan yang meliputi  kegiatan baru, rehab ringan, rehab 

sedang dan rehab berat; 
b.  jenis prasarana bangunan dan jenis bangunan. 

 

 

 

 


